BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan dalam Bab 11, maka penulis mengambil
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu, ketentuan Pasal 486
KUHP pada prinsipnya belum sepenuhnya dipergunakan oleh hakim
dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang residivis. Karena
memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman hakim mempunyai sikap independensi terhadap
putusan dalam suatu perkara yang akan dijatuhkan. Oleh karenanya dalam
praktek sering ditemui adanya perbedaan antara hakim yang satu dengan

yantg lain dalam penerapan Pasal 486 KUHP.

. Saran

Bagi Hakim, agar berani melakukan pemberatan hukuman bagi tersangka
atau terdakwa yang pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan pernah
di hukum sebelumnya. Hal ini dimaksudkan, Hakim baik di Pengadilan
Tingkat Pertama maupun di Pengadilan Tingkat Banding dalam
menjatuhkan putusan senantiasa berpegang pada ketentuan hukum yang
ada dan lebih ditekankan untuk memberikan rasa keadilan kepada

tersangka atau terdakwa yang merupakan pelaku residiv.
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